WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran yang
disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kota Prabumulih maka terhadap Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan
perubahan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4113);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 42806),

Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharann  Negarn  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesain Nomor 06322);

200 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesin  Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta - Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

' 24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Tahun 2023 Nomor 3);

26. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

. Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.090.797.259.851,00
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bertambah sejumlah  Rp. 19.780.876.980,00  schingga  menjadi
Rp. 1.110.578.136.831,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp.  972.057.846.870,00

b. Bertambah Rp. 19.780.876.980,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp.  991.838.723.850,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.089.797.259.851,00
b. Bertambah Rp. 19.780.876.980,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.109.578.136.831,00
Defisit (Rp. -117.739.412.981,00)

3. Pembiayaan

‘ a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp. 118.739.412.981,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp. 118.739.412.981,00

b. Pengeluaraan Pembiayaan
1). Semula Rp. 1.000.000.000,00
2). Bertambah Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 117.739.412.981,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0

. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota Prabumulih.

Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk menampung dana DAK Fisik dan
DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 akibat:

a. penyesuaian dana transfer yang sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2024,

b. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran C.2.b.3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, menjelaskan dalam hal penganggaran dana
transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
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tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD
TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD TA 2024;

¢. pemanfaatan Dana Tidak Terduga dan kas yang tersedia sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran la
Peraturan Walikota Prabumulih.

(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
menggunakan:

a. Dana DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
b. Belanja Tidak Terduga;

c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
terlebih dahulu dalam:

a. DPPA-OPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
b. RKA-OPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia;

. 4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 11
Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 beserta rincian Belanja

Hibah dan Bantuan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
peraturan Walikota ini.
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6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
@nggal 01 April 2024

Diundangkan di Prabumulih pada
tanggal 0! APl 2024

KRETARIS DAERAH PRABUMULIH

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR
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